BUPATI PESISIR SELATAN

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 2./ TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN DAN PENGAJUAN KEBERATAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

-

bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupater:
Pesisi- Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Fe:desean dan Perkotzan, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pesisir
Seiatan tentang Tata Cara Penyelesaian dan Pengajuein Keberatan Pciak
Sumi can Bangunzn Perdesaan dan Perkotaan.

Menimbang

: 1. Unceng-Undang Ncmor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengak
(i=zmbaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1956 Nomcr 25Y s
Lt “zng-Undang Drt. Momer 21 Tehun 1657 (Lembaran Negara Rezubiik
indcnesia Tahun 1557 Ncimor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tativn
1358 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1S58 Nempor 168,
Tamoahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643(¢:
i ‘uzag-Undang Nomor 19 Tahun 2600 tentany Perubahian Undsng-
Lrndzng Nomor 19 Tahun 1697 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat
i ni {Lembgran Negara Republik Indcnesia Tahun 2000 Nomer 12¢©
« oouahen Lembaian Kegara Repuplik Indonesia Nomer 30873;
.t ang-Undang Memer 37 Tehun 2003 fentang Keuangen
- ~barain Negara Republik Indonesia Tzhun 2003 Nemor 47, Tammhzh
« - izaran Negara Republik indonesia Nornor 4287 )
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(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahanr
L. 1itaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

0 eng-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemtentukan Peraturzr
P deng-Undangan (Lembaran Negara Reputlik Indeonesia Tehn 204+
rotl 83, Lembaran Negara Repubiik Indcriesia Nomor 4389);

e T “ing-Undang  Nomor & Tahun 2004 ‘teniang Pemeriksazr:

i naeloiaan dan Tanggunyjewzo Keuangen Negere (Lemberen Hegarz
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Republik Indonesia Tahun 004 Nomor 66, Tambahan Iembaran Neear
Fopublik Indonesia Nomor 1100),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemernintahan Daorsl
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indoncsia  Nomor 1437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undane
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undaric
Nomor 32 Tahun 2R04 tentang Pemerintahan Daerah:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2066
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noms
5049);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan
Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

:. Peraturan _Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tate Carz

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Dasrch
y&ng Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerzh atau Dibavar
Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nemor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5179);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11,/PMK07/201C tentang Tata Csra
Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Di Bidang Pajak
i>zerah Dan Retribusi Daerah;

~ersturan ™enteri Dalam Negeri Repubiik indonesiz Nomor 53 Tab.n
2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Dazerah;
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MEMUTUSKAN :

RATURAN BUPATI  PESISIR SELATAN VENTANG TATA ©o -
P EUYELESAIAR DAN PENGAJUAN KEBERATAN BAIAK BUMT 2
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1
22

Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ka‘bupaten Pesisir Selatan.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
discbut dengan Keberatan, adalah Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (PBB P2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT, adalzh
Surat vang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dai,
untux memberitahukan besarnya PBB terutang kepada Wajib Pajak.

Surat  Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
Sural Tagihan Pajak daerah, yang disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan
ta2tizn pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.

Strit Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan
tLs, “esalahan hitung dan/ atau kekelirvan dalam pererapen pereturan perundang-
UtLengan perpaiakan daerah yang terdapat daiam Surzt Pemberitahuan Pajak
Tzrulang, Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak
Desizh, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

Suret Keputusan Keberatan adalak surat keputusan atas keberatan terhadap Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, atau terhacdap
PeEmcngar ateu pemungutan oleh pihzk ketiga yang diajuken oleh Wajib Pajak.
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b. Terdapat perbedaan penafsiran Peraturan Daerah Kabupaten Pesjsir Selatan
tentang Prjak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pervotaan.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara -
a. Perseorangan/ kolektif untuk SPPT;
b. Perseorangan untuk SKPD.

Pasal 4

(1) Pengajuan keberatan S€cara perseorangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat
(2) huruf a dan b harus memenuhi persyaratan :

a. Satu surat keberatan untuk satu SPPT atau SKPD;

b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;

¢. Diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah;

d. Dilampiri asli SPPT dan atau SKPD yang diajukan keberatan;

e. Dikemukakan jumlah PBB p2 yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak
disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;

f. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, dan

atau SKPD kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa

jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannva;
g. Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak;

h. Dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak :

1. Harus dilampiri dengan surat kuasa khusus, untuk Wajib Pajak orang cribadi
gencen PBB P2 yang terutang lebih banyak dzri Ro. 2.900.600,00 (dua juta
rupiah) atau Wajib Pajak Badan;

Harus gilampiri dencan surat kussa untuk Wajib Pajek orana pribadi dengan
P85 P2 yang terutang paling banyak Rp. 2.000.C00,00 (dua juta rupieh).

NJ

Pengajuan xeberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat {2)
huruf a harus imemenuhi persyaratan :

© @ Satu peircziuen untux beberapa SPPT tahun pajek vang sama;
0. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia:

C. PBB P2 vanc terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 200.000,00 (dua

ratus rige siopiahs;

I
N~

c. Digjuken k=nada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
€ Diajukar inclelul Kepala Kelurahan setempat; '
S Rilgrezin 22 GPPT vang dizjukan keberatai:
L. Mengoi, 2hen jumiah PBB P2 yang terutang menurut penghitungan Waiib
Ci FderLen 2iasan yang mendukung pengaiuan keberatannya; :
o 4 BF 3

i@iuniin Julam jangka waklu 2 (tiga) bulen scick ianggal diterimanya
Ceanl sedila Wajib Pajak meletui Kepala Kelvrehan sctempat dapat menuniy
i Ab veikty ity Udal denatl dinenuni karcna keadaen diluar kekuasa

(2) Untuk memperkuat alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada aw@@
nuruf e dan #vial (27 huruf g, cengajuan keberatan disertai dengan _ S
&. rotecopy bonlitas Wajib Fajak dan ictocopy identitas kuasa Wajib Péﬂ&f“-«_
dikuasalon:
B, Folowep: cukli bepemiliken tanai:
€. Folceopy 1 mendirikan bangui
d. Fotocepy Foiti nendukuna lainmya.
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(1)

Tanggal Penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses <irat

Keberatlan addlah :
a. Tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh

Wajib Pajak/ Kuasanya kepada Dinas Pendapatan Daerah;
b. Tanggal tanda Pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui Pos

dengan bukti pengiriman surat.

; y Pasal 5

Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) atau ayat (2), dianggap bukan sebagai surat Keberatan sehingga tidak

dapat dipertimbangkan.

Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 10
(sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (4), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang

mendasari kepada:
a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan Keberatan secara perseorangan;

atau
b. Kepala Keiurahan setempat dalam hal pengajuan Keberstan secara kolekiif.

Dalam ha! pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebzsgzimarz dimaksud
kan Keberaten kembaii sepanjzing

pada ayat (1), Wajib Pajek masih dapat mengajuk
memenchi jangke waktu sebagaimana dimaksud dzlam Pasal 4 avat (1) huiruf £ dan

zyat (2) huruf h.
Pasal €

vntuk keperluen pengajuan Keberctan, Wajib Pzjek dapat meminta telerengarn secara
tertulis mengenai desar pengenaan dan/ atau penghitungzn PBB P2 vang feretang

kepada Cinas Fendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Cinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 4set Daerzh harus memberi keterangan
12naka

yang diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pade ayat (1) dalam
weklu Seling lama 10 (sepuluh) hari #erje sejck surat permintazn Waiib Pajak
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Aimaksud pada Pasal

driak renunce jangka waktu pencaivan Keberatan sebagaimana ¢

Faval (1) buivf £ dan ayat (2)Llnmsae

VS

Pengajuan Keberatan tidak menurida kewajiban membayar PBB P2 yang terutana dan

rcelaksansan penagihannya.,

Kepale Dinas Pendapaian, Pengelman KeUSmGHn caiy Avei Docran atas hane . Spa

dalam jancka waktu paling iamea 12 (dua bolas) butea terhilus:
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penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pa<al 1 ayat (4), harus
memberi suatu keputusan atas pengajuain Keberatan,

(2) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapa! berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnys jinlah PBB P2 yang
terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) t«lal teriampaui dan
keputusan belum diterbitkan, pengajuan Keberatan diangqi dikabulkan dan
diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak r!-1lm Jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimakeue! 1 rakhir.

(4) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan datu rlsisrn SPPT dan atau
SKPD Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan SPPT dan atau ¥’/ haru berdasarkan
keputusan Keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembay:sr-s

(3)  SPPT dan atau SKPD baru sebagaimana dimaksud pada ayat ‘4, '3k bisa diajukan
Keberatan.

Pasal 8

Dalam jangka waktu 12 (cua belas) bulan sebagaimana dimaksud .- -~ asal e ,(.1);
Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan “a:" - SEPciljang SurdaE
keputusan Keberatan belum diterbitkan.

Pasal 8

(3} Heputusan sebagzimana dimaksud dalam Pasal 7 ayst (1) cur o0 (2] Cditelaphan
berdasarkan hasil penclitian di kantor dan apabiia diperlus-:- ~zpat diilanjuikan
daengan penelitian di lapangan.

Z; oneiitian sebageimana dimaxsug pada ayat (1} ditakukan & ... ~7&n sural iugas
Gan hasilnya dituangkan daizm i3pcran hasil penelitian.

(3, Dotaim bal dilakukan peneitien ci lapangan, Dinzs Pendapatar . - . slaan Kevangan
cen Aset Dzerah terlebil dahulu memberitahukan secara ter . - .=/TU peiaksanaan
renciitizn di lapangan kegeda Waijib Pajak.

Fasai i1}
= arkan vermshonzn obercian sebegaimanz dimaksue ... “@se 3, Kenaia

“irzs Fendapatan, Fenelollan Keuargan dan Asel Dag s L-ewt memberihad
Keputusan atas pengajuan Keberatan dalam hal Pajak Bumi dz- :-° %nan Perdesaan
dan Perkotaan yang lerutang paling banyak sampai dengar .  -20.000.000,00 (
St millyar lima ratus jute ramiahi,

© Sedacckan untuk permohcnnn keberatan Pajak Suni don Ex- - Perdesann i,
Fedkotzan yang terutang Iebih banyak dari Rp.1.500.000 0r - A Jima
4i°a rupieh) usebagrimana dalam Pass! TR (o R

Kepiivsan atas pungajuzn keizeratan adalah Bupati.
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Pasal 11

Bentuk formuilir :

(1) Keputusan Bupati tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan berdasarkan pengajuan secara perseorangan adalah sebagaimana
ditetapkan pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

(2) Keputusan Bupati tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan berdasarkan Pengajuan secara kolektif adalah sebagaimana ditetapkan pada
Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini di tetapkan
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan.

Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Pesisir

Selatan ini dengan pPenempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal | Oklok e 2013

Diundangkan di Painan
pada tanggal « crlobcr zown

ma Muda
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BERITA DAE KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2013 NOMOR



